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MOTO 

“Kita tidak dapat mengontrol cara kerja alam semesta dan 

kita tidak dapat mengubah sifat manusia. Namun, Kita hanya 

dapat memutuskan bagaimana bertindak sesuai aturan yang 

ada’’ 

Buku The Philosophy of Stoic 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan,maka apabila engkau telah selesai dari suatu 

urusan ,tetaplah bekerja keras untuk urusan lain” 

(Q.S Al-Insyirah :6-7) 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang ,melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah 2:286) 

 

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik 

mereka yang senantiasa berusaha” 

B.J Habibie 

 

  



 

viii 

ABSTRAK 

Ahmad Zidni Ashodik, 10322075. “Penegakan Prinsip Good 

Governance Pada Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Pembatasan Akses 

Publik Terhadap Dokumen Calon Presiden dan Wakil 

Presiden”, Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan good 

governance dalam pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan 

Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 

Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan serta 

akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis 

untuk menilai pemenuhan asas kecermatan sebagai bagian dari 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan 

dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 belum 

sepenuhnya terpenuhi. Beberapa aspek, seperti kelengkapan 

informasi, pertimbangan kepentingan masyarakat, prosedur, 

dan penafsiran norma hukum, belum dilakukan secara optimal. 

Pencabutan melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 

menjadi tindakan korektif terhadap keputusan sebelumnya. 

Akibat hukumnya meliputi perubahan status dokumen, 

hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. 

Pencabutan tersebut mengembalikan akses masyarakat 

terhadap informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum berlaku. 

Kata Kunci: Good Governance, Asas Kecermatan, Keputusan 

KPU, Pencabutan Keputusan, Akibat Hukum. 
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ABSTRACT 

Ahmad Zidni Ashodik, 10322075. ”Enforcement of Good 

Governance Principles in the Revocation of General Election 

Commission Decision Number 731 of 2025 Concerning 

Restrictions on Public Access to Presidential and Vice-

Presidential Candidate Documents”. Undergraduate Thesis, 

Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. 

Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. 

Supervisor :Syarifa khasna, M.Si. 

This study aims to analyze the implementation of good 

governance in the revocation of General Election Commission 

(KPU) Decision Number 731 of 2025 concerning the 

designation of presidential and vice-presidential candidate 

requirement documents as exempted public information, as 

well as its legal consequences. This study employs normative 

legal research using a statutory and conceptual approach. 

Legal materials were analyzed to assess the fulfillment of the 

principle of prudence as part of the General Principles of 

Good Governance (AUPB). The results show that the principle 

of prudence in KPU Decision Number 731 of 2025 was not 

fully fulfilled. Several aspects, including the completeness of 

information, consideration of public interests, procedural 

compliance, and interpretation of legal norms, were not 

optimally implemented. The revocation through KPU Decision 

Number 805 of 2025 constituted a corrective measure to the 

previous decision. Its legal consequences included changes in 

the legal status of documents, legal relationships, and the 

rights and obligations of the parties. The revocation restored 

public access to information in accordance with applicable 

laws and regulations and supported transparent, accountable, 

and lawful governance. 

Keywords: Good Governance, Principle of Prudence, KPU 

Decision, Revocation of Decision, Legal Consequences. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan 

publik setelah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 731 

Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai 

informasi publik yang dikecualikan. 1  Kebijakan ini 

mengatur bahwa sejumlah dokumen administratif calon, 

seperti ijazah, riwayat hidup, dan dokumen pendukung 

lainnya, tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat 

tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Langkah 

tersebut mencerminkan adanya upaya KPU untuk 

mengakomodasi perlindungan data pribadi dalam proses 

penyelenggaraan pemilu, yang dalam praktiknya seringkali 

bertabrakan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. 

Namun demikian, kebijakan ini memunculkan polemik 

karena dinilai membatasi akses masyarakat terhadap 

informasi yang relevan dalam menilai rekam jejak dan 

kelayakan calon pemimpin negara. Banyak pemberitaan 

media yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 

mendapatkan kritik dari berbagai kalangan dan pada 

akhirnya dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum setelah 

mendapat respons publik.2  

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 

Tahun 2025 yang membatasi akses masyarakat terhadap 

 
1 Komisi Pemilihan Umum, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan 

Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik 

Yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum,” Jaringan Dokumentasi 

Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU), 2025. 
2 Detikcom, “Alasan KPU Mencabut Aturan Pembatasan Dokumen 

Capres-Cawapres,” 2025. 
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dokumen pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 

dasarnya diterbitkan oleh KPU untuk melindungi data 

pribadi para calon. Dapat dipahami bahwa upaya ini untuk 

menyeimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap 

informasi mengenai calon dengan kewajiban untuk 

menjaga informasi pribadi yang terdapat dalam dokumen 

persyaratan pencalonan. KPU sendiri berpendapat bahwa 

dokumen persyaratan pencalonan tidak hanya memuat 

informasi administratif, tetapi juga mengandung data 

pribadi yang bersifat sensitif, sehingga perlu adanya 

pembatasan guna mencegah penyalahgunaan informasi.3 

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 

menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip good 

governance. Penetapan dokumen persyaratan pasangan 

calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik 

yang dikecualikan membatasi akses masyarakat terhadap 

informasi yang berkaitan dengan proses pencalonan dan 

rekam jejak calon. Pembatasan tersebut menjadi persoalan 

karena keterbukaan informasi merupakan bagian penting 

dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengawasi 

proses penyelenggaraan pemilu. Selain persoalan 

transparansi, penerbitan keputusan tersebut juga 

menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas KPU 

dalam menetapkan suatu kebijakan. Sebagai lembaga 

penyelenggara pemilu, setiap keputusan yang dikeluarkan 

KPU harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kepentingan 

publik. Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 

2025 melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 

 
3  J Graham, B Amos, and T Plumptre, “Principles for Good 

Governance in the 21st Century” (Institute on Governance, 2003). 
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kemudian menunjukkan adanya koreksi terhadap kebijakan 

sebelumnya. Meskipun pencabutan tersebut dapat 

dipandang sebagai bentuk respons KPU terhadap persoalan 

yang muncul, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan 

pertanyaan mengenai sejauh mana proses perumusan dan 

pertimbangan Keputusan  KPU Nomor 731 Tahun 2025 

telah dilakukan secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan sejak awal. 

Kebijakan yang tidak konsisten ini mengakibatkan 

keluarnya Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 yang 

sangat berdampak langsung pada hak masayarakat sebagai 

pemilih yang berisi tentang pencabutan atas keputusan 

KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen 

Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi 

Pemilihan Umum. Namun, Keputusan KPU Nomor 805 

Tahun 2025 ini sangat bertentangan dengan prinsip good 

governance yaitu asas kecermatan karena KPU sendiri 

menganulir keputusannya sendiri yaitu Keputusan KPU 

Nomor 731 Tahun 2025. 

Asas kecermatan merupakan salah satu asas yang 

secara tegas diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas 

kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung 

arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus 

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap 

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 

Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat 

sebelum ditetapkan. Asas kecermatan menghendaki agar 

setiap keputusan pejabat pemerintahan ditetapkan 

berdasarkan kajian yang memadai, termasuk 

mempertimbangkan semua kepentingan yang terdampak 
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sebelum suatu keputusan diterbitkan untuk meminimalisir 

risiko terjadinya kesalahan administrasi yang dapat 

merugikan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang 

terkena dampaknya. 4  Ketiadaan uji konsekuensi yang 

cermat dan menyeluruh, serta tidak adanya konsultasi 

dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebelum keputusan 

ditetapkan, mencerminkan proses pembentukan kebijakan 

yang terburu-buru dan tidak memenuhi standar kecermatan 

yang seharusnya melekat pada setiap tindakan hukum 

pemerintahan. 

Meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 731 Tahun 2025 telah dicabut melalui Keputusan 

KPU Nomor 805 Tahun 2025. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa suatu keputusan sebuah lembaga tata 

usaha negara tetap memiliki relevansi akademik untuk 

dikaji walaupun sudah dicabut keputusannya, terutama 

dalam rangka mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut 

dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, 

penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut pencabutan 

keputusan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul 

“PENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 

PADA PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 731 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBATASAN AKSES PUBLIK 

TERHADAP DOKUMEN CALON PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN”. 

 

 

 
4  “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu 

Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara,” USM Law Review, 2022. 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam 

latar belakang, peneliti merumuskan dua permasalahan 

pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penegakan prinsip good governance pada 

pencabutan  keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 

tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen 

capres dan cawapres? 

2. Apa akibat hukum  penegakan prinsip good governance 

pada pencabutan keputusan KPU No. 731 tahun 2025 

tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen 

capres dan cawapres? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis penegakan prinsip good governance pada 

pencabutan keputusan KPU No. 731 tahun 2025 tentang 

pembatasan akses publik terhadap dokumen capres dan 

cawapres 

2. Menganalisis akibat hukum yang timbul dari pencabutan 

keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 terhadap kepastian 

hukum dan tata kelola administrasi pemilu. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum administrasi negara, khususnya terkait 

penerapan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini 

dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan 

antara norma asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(AAUPB) dan pemerintah dalam praktiknya 
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mengeluarkan keputusan tata usaha negara lebih baik 

lagi. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bermaksud menjadi bahan evaaluasi 

KPU agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di 

masa mendatang. Fakta bahwa KPU menerbitkan 

Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 lalu mencabutnya 

sendiri melalui Keputusan Nomor 805 Tahun 2025 

hanya dalam rentang waktu kurang dari satu bulan 

adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada 

lembaga negara yang diberi tanggung jawab sebesar 

untuk menyelenggarakan pemilu. Dengan adanya 

peristiwa seperti ini tidak hanya mengorbankan 

kepastian hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan 

publik terhadap KPU sebagai institusi yang kompeten 

dan berwibawa. 

Sementara itu, bagi masyarakat penelitian ini 

bermanfaat untuk memperkuat kesadaran masyarakat 

bahwa hak atas informasi dalam proses pemilihan  

negara adalah hak konstitusional yang dilindungi hukum 

dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh 

lembaga penyelenggara pemilu.  

E. Kerangka Teoritis  

1. Teori Good Governance 

Teori Good Governance adalah seperangkat 

prinsip hukum yang menjadi standar minimum perilaku 

bagi setiap pejabat dan lembaga pemerintahan dalam 

mengambil keputusan atau melakukan tindakan 

administrasi negara. Secara normatif didefinisikan 

dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai 

prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan 
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wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam 

mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, AUPB terdiri dari delapan 

asas berikut: 

a. Asas Kepastian Hukum 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” 

adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan.5 

b. Asas Kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” 

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu 

dengan kepentingan individu yang lain; (2) 

kepentingan individu dengan masyarakat; (3) 

kepentingan Warga Masyarakat masyarakat asing; (4) 

kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan 

kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) 

kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; 

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan 

kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan 

manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan 

wanita.6 

 
5  “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan,” Pub. L. No. 30 (2014). 
6  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
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c. Asas Ketidakberpihakan 

Yang dimaksud dengan “asas 

ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau dalam 

menetapkan melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan 

para pihak secara keseluruhan dan tidak 

diskriminatif.7 

d. Asas Kecermatan  

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” 

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu 

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 

Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan 

dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan 

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau 

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.8  

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang 

Yang dimaksud dengan “asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang 

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya 

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain 

dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak 

 
7  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
8  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
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menyalahgunakan, dan/atau tidak 

mencampuradukkan kewenangan.9 

f. Asas Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 

adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia negara.10 

g. Asas Kepentingan Umum 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan 

umum” adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, diskriminatif.11 

h. Asas Pelayanan yang Baik 

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang 

baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang 

tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai 

dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.12 

F. Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, 

menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang 

memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, 

 
9  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
10  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
11  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
12  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 
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jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini 

penelitian relevan terhadap penelitian ini:  

Tabel 1.1 

Penelitian yang Relevan 

No. 

 

Judul Metode & 

Pendekatan 

Teori/konsep Kesimpulan 

1.  Penerapan Good 

Government dan 

Electoral 

Governance: 

Studi Demokrasi 

Indonesia pada 

Penyelenggaraan 

Pilkada Tahun 

2024.13 

 

Penelitian 

dengan 

analisis 

dokumen dan 

wawancara 

dengan 

penyelenggara 

pemilu di 

tingkat daerah 

Menggunakan 

konsep electoral 

governance yang 

memandang 

pemilu tidak 

hanya sebagai 

proses 

administratif, 

tetapi sebagai 

bagian dari tata 

kelola demokrasi 

yang harus 

memenuhi 

prinsip 

transparansi, 

partisipasi, dan 

akuntabilitas 

KPU daerah 

memiliki 

kewenangan 

besar, tetapi 

prinsip 

akuntabilitas dan 

transparansi 

masih lemah, 

terutama pada 

distribusi logistik 

dan keterbukaan 

informasi publik 

2,  Efektifitas 

Penerapan Good 

Governance 

dalam 

Pelaksanaan 

Pemilu di 

Normatif-

yuridis 

dengan 

analisis 

regulasi dan 

perbandingan 

Mengacu pada 

teori good 

governance 

(UNDP), 

khususnya 

prinsip 

Regulasi pemilu 

sudah 

mengakomodasi 

transparansi, 

tetapi 

implementasi 

 
13  Hidayat and Febriansyah, “Penerapan Good Government Dan 

Electoral Governance: Studi Demokrasi Indonesia Pada Penyelenggaraan 

Pilkada Tahun 2024,” Jurnal Ilmu Demokrasi, 2024. 
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Indonesia yang 

Dilaksanakan 

oleh KPU.14 

Tahun 2024 

praktik 

antarprovinsi 

transparansi, 

akuntabilitas, 

dan efektivitas. 

Transparansi 

diposisikan 

sebagai prasyarat 

kepercayaan 

publik dan 

legitimasi 

pemilu. 

masih 

bermasalah, 

terutama dalam 

keterbukaan data 

pemilih. 

 

 

 

 

 

 

3. Praktik Tata 

Kelola Good 

Governance 

Pada Pelayanan 

Pelaporan 

Bawaslu Kota 

Surabaya 

Meningkatkan 

Pengawasan 

Partisipatif 

Dalam 

Menghadapi 

Pelanggaran 

Pemilu.15 

Tahun 2024 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

empiris, 

dengan 

pendekatan 

sosiologi 

hukum 

Mengacu pada 

teori good 

governance, 

dengan fokus 

pada prinsip 

transparansi, 

akuntabilitas, 

partisipasi, dan 

efektivitas 

kelembagaan 

Penelitian 

menemukan 

bahwa penerapan 

prinsip 

transparansi dan 

partisipasi 

masyarakat 

memperkuat 

legitimasi 

Bawaslu serta 

memperluas 

efektivitas 

pengawasan 

pemilu. Namun, 

keterbatasan 

fasilitas 

 
14  Novianty, Putri, and Prabu, “Efektivitas Penerapan Good 

Governance Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Yang Dilaksanakan 

Oleh KPU,” Tonji Journal, 2022. 
15 Damayanti and Arif, “Praktik Tata Kelola Good Governance Pada 

Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Dalam Meningkatkan 

Pengawasan Partisipatif Menghadapi Pelanggaran Pemilu,” n.d. 
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teknologi 

informasi masih 

menjadi kendala. 

 

2.  

4.  

Akuntabilitas 

Komisi 

Pemilihan 

Umum (KPU) 

dalam 

Pendaftaran dan 

Verifikasi Sistem 

Informasi Partai 

Politik (SIPOL) 

pada Pemilu.16 

Tahun 2019 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

normatif 

(yuridis 

normatif) 

dengan 

menggunakan

n  pendekatan 

perundang-

undangan dan 

pendekatan 

kasus 

Data diperoleh 

melalui 

wawancara 

dengan 

penyelenggara 

pemilu dan pihak 

terkait, serta 

studi dokumen 

berupa peraturan 

KPU, putusan 

Bawaslu, dan 

ketentuan 

perundang-

undangan 

pemilu. 

Penelitian 

menyimpulkan 

bahwa KPU 

telah berupaya 

menerapkan 

prinsip 

akuntabilitas 

dalam 

penggunaan 

SIPOL, namun 

masih terdapat 

permasalahan 

dalam aspek 

kepastian hukum 

dan penerimaan 

publik. Beberapa 

kebijakan KPU 

menimbulkan 

perdebatan 

karena dianggap 

membebani 

partai politik dan 

berpotensi 

bertentangan 

 
16  Ahmad Syaiful Azmy and Hendra Gunawan Harahap, 

“Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendaftaran Dan 

Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 

2019,” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia, 2022, 

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/14896. 
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dengan peraturan 

perundang-

undangan yang 

lebih tinggi, 

sehingga 

menimbulkan 

gugatan dan 

sengketa pemilu. 

5. Keterbukaan 

Informasi Publik 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemilu di 

Indonesia.17 

Tahun 2024 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

normatif, 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan  dan 

pendekatan 

konseptual 

khususnya 

Undang-

Undang 

Nomor 14 

Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik, 

Undang-

Fokus pada teori 

keterbukaan 

informasi publik 

sebagai prinsip 

fundamental 

dalam penerapan 

good governance 

pada 

penyelenggaraan 

pemilu. 

Kerangka teoritik 

penelitian ini 

menempatkan 

transparansi, 

partisipasi 

publik, dan 

akuntabilitas 

sebagai indikator 

utama tata kelola 

pemilu yang 

demokratis, 

Penelitian 

menemukan 

bahwa 

keterbukaan 

informasi publik 

merupakan 

prasyarat penting 

dalam 

penyelenggaraan 

pemilu yang 

demokratis. KPU 

telah melakukan 

berbagai upaya 

seperti 

penyediaan 

website dan 

PPID, namun 

belum 

sepenuhnya 

optimal. Masih 

terdapat 

 
17  Dwi Putri Oktaviane, Andi Mardin, and Riza F Helmi, 

“Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di 

Indonesia,” JESS (Journal of Education on Social Science), 2022, 

http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/464. 
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Undang 

Pemilu, serta 

kebijakan 

internal KPU 

dengan 

menjadikan hak 

publik atas 

informasi 

sebagaimana 

diatur dalam 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

sebagai landasan 

normatif. 

 

 

 

 

hambatan berupa 

pembatasan 

akses informasi 

tertentu yang 

berpotensi 

mengurangi 

kepercayaan 

publik dan 

partisipasi 

masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan 

data dari beberapa kegiatan ilmiah untuk menjawab 

pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif (normative legal research), yaitu 

penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memahami 

mengapa jenis penelitian ini yang paling tepat, perlu 

terlebih dahulu dipahami apa yang sebetulnya ingin 
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dijawab oleh penelitian ini. Pertanyaan utamanya adalah: 

apakah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang 

dicabut melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 

sudah sesuai dengan asas kecermatan sebagai bagian 

dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB).18 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan merupakan 

penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang 

berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan 

ini adalah yang paling utama dalam penelitian ini 

karena persoalan yang dikaji bersifat konflik norma  

yaitu apakah Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 

bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, serta apakah ia 

memenuhi persyaratan AUPB sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. 

Dengan pendekatan ini, peneliti menelaah 

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek kajian secara hierarkis: mulai dari UUD 

1945 sebagai norma tertinggi, Undang-Undang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang 

tentang Administrasi Pemerintahan, hingga Peraturan 

dan Keputusan KPU itu sendiri. Peneliti kemudian 

menganalisis apakah terdapat konsistensi atau konflik 

 
18  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 

2021). 
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di antara norma-norma tersebut, dan di sinilah isu 

hukum utama penelitian ini berada. 

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual diperlukan karena 

penelitian ini tidak hanya menguji norma secara 

tekstual, tetapi juga membutuhkan pijakan teoritis 

yang kuat untuk mendefinisikan dan 

mengoperasionalkan asas kecermatan. Pendekatan 

konseptual memungkinkan peneliti untuk 

menggunakan doktrin para ahli seperti dari Philipus 

M. Hadjon, Jazim Hamidi, dan para ahli hukum 

administrasi lainnya sebagai sumber doktrin untuk 

menilai apakah KPU telah bertindak sesuai dengan 

standar asas kecermatan yang diakui secara akademis 

dan yuridis. 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung 

karena berupa peraturan perundang-undangan dan 

dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 

4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi 

5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU 



17 

 

 

 

6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 

Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen 

Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Calon 

Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang 

Dikecualikan Komisi Pemiliohan Umum. 

7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 

Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan 

hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yaitu seperti: 

1) Buku Hukum Administrasi Negara 

2) Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan Keputusan 

Tata Usaha Negara 

3) Dokumen Resmi Negara seperti Peraturan 

Perundang-Undangan 

4) Penelitian yang Relevan seperti Skripsi, Tesis, 

atau Disertasi 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

bahan hukum yaitu sebagai berikut: 

a. Identifikasi Isu Hukum 

Dalam hal ini menentukan peraturan 

perundang-undangan dan dokumen hukum yang 

berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemilihan 

Umum sebagai badan publik, keterbukaan informasi 

publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Pada tahap ini, peneliti menelaah ketentuan seperti 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
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Pemerintahan, serta peraturan dan keputusan Komisi 

Pemilihan Umum yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan 

fokus penelitian berada pada norma hukum yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

b. Penelusuran Bahan Hukum,  

Mencari dan memperoleh bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier melalui sumber resmi dan 

terpercaya. Penelusuran dilakukan melalui situs resmi 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), 

situs resmi Komisi Pemilihan Umum, lembaran 

negara dan peraturan perundang-undangan, 

perpustakaan perguruan tinggi, serta buku dan jurnal 

ilmiah yang membahas hukum administrasi negara 

dan prinsip good governance. Tahap ini bertujuan 

untuk memperoleh bahan hukum yang otoritatif dan 

memiliki kekuatan akademik maupun yuridis. 

c. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum,  

Teknik ini meliputi mencatat, 

mengelompokkan, dan menyusun bahan hukum 

berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya dengan 

rumusan masalah penelitian. Bahan hukum primer 

dipisahkan dari bahan hukum sekunder dan tersier, 

kemudian dikelompokkan sesuai tema, seperti prinsip 

keterbukaan informasi publik, kewenangan lembaga 

administrasi negara, dan prinsip good governance. 

Tahap ini penting untuk memudahkan analisis hukum 

secara sistematis. 

d. Dokumentasi dan Pengolahan Bahan Hukum 

Langkah ini berfungsi untuk menyimpan dan 

mengorganisasi seluruh bahan hukum dalam bentuk 

digital maupun cetak untuk memudahkan akses dan 

analisis. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan 
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komputer dan aplikasi manajemen referensi seperti 

Mendeley untuk mengelola sumber pustaka, 

menyusun sitasi, serta memastikan ketepatan 

penulisan daftar pustaka. Proses ini dilakukan agar 

bahan hukum tersusun secara teratur dan dapat 

digunakan secara efektif dalam mendukung analisis 

normatif penelitian. Dalam proses pengolahan bahan 

hukum dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa 

komputer, database peraturan perundang-undangan 

resmi seperti JDIH dan situs resmi Komisi Pemilihan 

Umum, serta aplikasi manajemen referensi seperti 

Mendeley untuk mengorganisasi sumber hukum dan 

sitasi. Penggunaan alat bantu ini bertujuan untuk 

memastikan sistematisasi bahan hukum, kemudahan 

penelusuran sumber, serta ketepatan dalam 

pengutipan referensi.  

Keakuratan dan keterpercayaan hasil analisis 

dijamin melalui penggunaan bahan hukum yang 

bersumber dari dokumen resmi dan literatur ilmiah 

yang kredibel, serta melalui teknik penafsiran hukum 

yang sistematis dan konsisten. Selain itu, analisis 

dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber 

hukum dan doktrin untuk memastikan bahwa 

kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar hukum 

yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik. Dengan demikian, hasil penelitian 

diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum 

yang valid dalam menilai penerapan prinsip good 

governance pada pencabutan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Secara khusus, teknik analisis bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi 
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teleologis. Interpretasi teleologis adalah penafsiran 

hukum berdasarkan tujuan pembentukan norma dan 

kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi. 

Artinya, hukum tidak hanya dipahami dari teksnya, 

tetapi dari fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Ini 

adalah teknik yang paling cocok untuk penelitian ini 

karena pertanyaan intinya bukan sekadar "apa bunyi 

pasalnya", melainkan "untuk tujuan apa asas 

kecermatan itu ada, dan apakah KPU sudah memenuhi 

tujuan tersebut?" Asas kecermatan tidak diterbitkan 

begitu saja tanpa maksud ia hadir untuk melindungi 

masyarakat dari keputusan pemerintah yang terburu-

buru, tidak matang, dan tidak mempertimbangkan 

seluruh kepentingan yang terdampak. Dengan 

interpretasi teleologis, peneliti dapat menilai apakah 

KPU, ketika menerbitkan Keputusan Nomor 731/2025 

tanpa konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat, tanpa 

partisipasi publik, dan tanpa menguji kesesuaiannya 

dengan hierarki norma yang berlaku dan tanpa menguji 

kesesuaiannya dengan hierarki norma yang berlaku, 

telah mengkhianati tujuan dari asas kecermatan itu 

sendiri. 

Secara teknis penerapan teknik interpretasi 

teleologis ini dilakukan dengan cara berikut 

a. Mengidentifikasi tujuan pembentukan asas 

kecermatan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014  

b. Mengidentifikasi kepentingan untuk tidak dirugikan 

oleh keputusan KPU yang tidak matang. 

c. Mengukur apakah proses pembentukan dan 

pencabutan Keputusan KPU Nomor 731/2025 sudah 

sejalan dengan tujuan dan kepentingan yang 

dilindungi tersebu 
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d. Memberikan preskripsi normatif yaitu bagaimana 

seharusnya keputusan ideal KPU itu dibentuk agar 

memenuhi asas kecermatan. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang 

masing-masing memuat sub-bab dengan uraian yang 

terperinci sesuai dengan tema yang dibahas, sehingga 

keseluruhan pembahasan dapat tersaji secara menyeluruh 

dan mendalam.  

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan 

gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, Metode Penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi landasan 

teoritis sebagai relevansi penelitian. Di dalamnya diuraikan 

teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Pembahasan mencakup teori Good 

Governance. 

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 

1, Bab ini membahas bagaimana penerapan prinsip good 

governance dalam penerbitan dan pencabutan Keputusan 

KPU No. 731 Tahun 2025 yang  difokuskan pada 

kesesuaian kebijakan tersebut dengan asas kecermatan. 

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 

2. Bab ini membahas konsekuensi atau akibat hukum yang 

timbul dari penerbitan dan pencabutan Keputusan KPU 

Nomor 731 Tahun 2025. Analisis mencakup dampak 

terhadap kepastian hukum, legitimasi kelembagaan KPU, 

serta implikasi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi publik. Selain itu, dibahas pula kemungkinan 

konsekuensi dalam perspektif hukum administrasi negara, 
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termasuk potensi cacat hukum administratif dan 

relevansinya terhadap prinsip good governance. 

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan 

hasil analisis penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran-

saran yang bersifat konstruktif bagi perbaikan kebijakan 

dan praktik penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, 

khususnya dalam penerapan prinsip good governance dan 

keterbukaan informasi publik. 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Penegakan Prinsip Good Governance pada 

Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

731 Tahun 2025 tentang Pembatasan Akses Publik terhadap 

Dokumen Capres dan Cawapres, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penegakan prinsip good governance pada pencabutan 

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 belum 

sepenuhnya memenuhi asas kecermatan. Berdasarkan 

enam indikator asas kecermatan, yaitu kelengkapan dan 

keakuratan informasi, pertimbangan terhadap seluruh 

kepentingan, pelaksanaan prosedur yang benar, tidak 

menimbulkan akibat yang tidak proporsional, ketepatan 

waktu penetapan, serta kecermatan dalam penafsiran 

norma hukum, ditemukan bahwa sebagian besar 

indikator belum terpenuhi secara optimal. 

Ketidakcermatan terutama terlihat pada proses 

penerbitan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang 

belum sepenuhnya mempertimbangkan secara seimbang 

antara kepentingan perlindungan data pribadi dengan 

kepentingan masyarakat terhadap informasi publik. 

Selain itu, terdapat persoalan dalam prosedur 

pembentukan keputusan dan penafsiran terhadap 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta 

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pencabutan 

melalui Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025 

menunjukkan adanya tindakan korektif dari KPU setelah 

memperoleh masukan dan melakukan koordinasi dengan 

pihak terkait. Dengan demikian, pencabutan tersebut 
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merupakan bentuk koreksi terhadap kebijakan 

sebelumnya, tetapi belum menghapus adanya persoalan 

kecermatan pada proses penerbitan Keputusan Nomor 

731 Tahun 2025. 

2. Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 

menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap keadaan 

hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta 

pertanggungjawaban administratif. Dengan 

diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025, 

Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 dinyatakan dicabut 

dan tidak berlaku. Kondisi tersebut memulihkan keadaan 

hukum mengenai akses masyarakat terhadap dokumen 

persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden serta 

mengembalikan pengelolaan informasi kepada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencabutan juga mengubah kembali hubungan hukum 

antara KPU, masyarakat, dan calon Presiden serta Wakil 

Presiden, khususnya berkaitan dengan akses terhadap 

informasi publik dan perlindungan data pribadi. Selain 

itu, pencabutan menjadi bentuk tindakan korektif 

administratif terhadap keputusan sebelumnya. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa 

asas kecermatan memiliki peranan penting dalam 

memastikan setiap keputusan administrasi pemerintahan 

dibentuk berdasarkan informasi yang lengkap, 

pertimbangan kepentingan yang seimbang, prosedur yang 

tepat, serta penafsiran hukum yang cermat. Pencabutan 

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 melalui 

Keputusan Nomor 805 Tahun 2025 menunjukkan adanya 

koreksi terhadap kebijakan yang sebelumnya menimbulkan 

persoalan dalam penerapan keterbukaan informasi publik 

dan perlindungan data pribadi. 



118 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan, penelitian ini memberikan saran kepada Komisi 

Pemilihan Umum sebagai pihak yang paling langsung 

relevan dengan temuan penelitian ini. KPU perlu segera 

melakukan pembenahan prosedur internal dalam 

pembentukan keputusan, khususnya dengan mewajibkan 

tahapan koordinasi lintas lembaga sebelum setiap 

keputusan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi 

publik ditetapkan. Secara konkret, hal ini berarti setiap 

rancangan keputusan yang menyentuh hak masyarakat atas 

informasi harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang paling 

berwenang di bidang tersebut, serta diuji kesesuaiannya 

secara vertikal dengan seluruh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi terutama Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebelum ditandatangani dan 

diberlakukan. Di samping itu, KPU perlu memperkuat 

kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum 

administrasi negara, khususnya pemahaman seluruh 

komisioner dan aparaturnya terhadap Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, agar setiap kebijakan yang 

diterbitkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga cermat 

secara prosedural dan proporsional secara substansi. 

Peristiwa penerbitan dan pencabutan Keputusan Nomor 

731 Tahun 2025 dalam rentang waktu kurang dari satu 

bulan harus dijadikan momentum evaluasi kelembagaan 

yang seriusbukan sekadar catatan administratif yang berlalu 

begitu saja. 
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C. Limitasi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

perlu diakui secara jujur agar pembaca dapat menempatkan 

temuan dan kesimpulan penelitian ini secara proporsional. 

Pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual, sehingga seluruh analisis 

didasarkan pada bahan hukum tertulis berupa peraturan 

perundang-undangan, doktrin, dan sumber sekunder yang 

tersedia tanpa melakukan wawancara langsung dengan 

komisioner KPU, pejabat Komisi Informasi Pusat, anggota 

DPR, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam 

peristiwa penerbitan dan pencabutan Keputusan KPU 

Nomor 731 Tahun 2025. Hal ini berarti analisis dalam 

penelitian ini tidak dapat menangkap pertimbangan internal 

KPU yang mungkin tidak terdokumentasi secara publik, 

sehingga terdapat kemungkinan bahwa ada aspek-aspek 

tertentu dari proses pembentukan keputusan tersebut yang 

luput dari kajian penelitian ini. Kedua, karena objek kajian 

penelitian ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2025 

dan masih sangat baru pada saat penelitian dilakukan, 

ketersediaan sumber akademis berupa jurnal ilmiah peer-

reviewed yang secara spesifik membahas Keputusan KPU 

Nomor 731 Tahun 2025 masih sangat terbatas sehingga 

sebagian besar sumber faktual yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari pemberitaan media massa dan 

pernyataan resmi para pihak yang dikutip media, yang 

tingkat kedalaman analisanya tentu berbeda dengan 

publikasi akademis. Ketiga, penelitian ini membatasi 

kajiannya hanya pada satu asas dalam AUPB, yaitu asas 

kecermatan, sesuai dengan arahan dosen pembimbing, 

sehingga dimensi-dimensi pelanggaran lainnya yang 

berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, 
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dan asas kepentingan umum tidak dikaji secara mendalam 

dalam penelitian ini meskipun bersinggungan erat dengan 

pokok permasalahan yang dibahas dan hal ini membuka 

ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di 

masa mendatang. 
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